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DAFTAR WAWANCARA 

 

1. Berapa tenaga kerja penyandang disabilitas di PT. Virginia Indonesia 
Rubber Company Kota Padangsidimpuan  ? 
Jawab : 
PT Virginia Indonesia Rubber Company Kota Padangsidimpuan 
memiliki dua orang pekerja disabilitas dan pekerjaan yang diberikan 
kepada pekerja penyandang disabilitas tidak dibeda-bedakan, dan 
disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja disabilitas 
 

2. Apakah perusahaan wajib mempekerjakan disabilitas? 
Jawab : 
Perusahaana wajib mempekerjakan disabilitas sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2). Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas  yang 
menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha 
Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan 
paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah 
pegawai atau pekerja. Pada ayat (2) nya disebutkan bahwa Perusahaan 
swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) 
penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dengan 
demikian negara memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas 
untuk mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah 
maupun pihak swasta. 
 

3. Bagaimana manfaatnya bagi peerusahaan dengan mempekerjakan 
penyandang disabilitas ? 
Jawab : 
Perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas akan 
memberi manfaat bagi perusahaan yang memperkerjakannya, manfaat 
tersebut yaitu mempekerjakan penyandang disabilitas berarti 
perusahaan mengelola tenaga kerja yang beragam, termasuk pekerja 
penyandang disabilitas. Hal tersebut adalah faktor utama dalam 
efisiensi, produktifitas dan keberhasilan secara keseluruhan dalam 
merekrut karyawan. Apabila penyandang disabilitas memperoleh 
kesempatan dalam bekerja, keuntungan yang dapat diperoleh 
perusahaan adalah produktivitas yang baik, tingkat kehadiran yang lebih 
baik karena penyandang disabilitas cenderung loyal pada perusahaan 
yang merekrutnya dan mempekerjakan penyandang disabilitas dapat 
menyebabkan citra publik yang lebih baik bagi perusahaan dan 
meningkatkan semangat di tempat kerja. 
 
 
 



 

 

4. Bagaimana hak penyandang disabiitas yang wajib dipenuhi ? 
Jawab : 
Hak penyandang disabiitas yang wajib dipenuhi adalah : 
a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi. 
b. Memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan 

penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab 
yang sama. 

c. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan. 
d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas. 
e. Mendapatkan program kembali bekerja. 
f. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat. 
g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier 

serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya. 
h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, 

pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri. 

5. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan 
kepada pekerja Penyandang Disabilitas ? 
Jawab : 
Pemerintah dalam mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas 
antara lain menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang 
jaminan kesetaraan dengan tenaga kerja non penyandang cacat, 
kondisi kerja yang adil, penggajian yang setara, promosi jabatan yang 
adil, kondisi kerja inklusif, dan akses penyandang disabilitas, jaminan 
perlindungan atas keikutsertaan dalam serikat buruh, serta melarang 
setiap perusahaan mem-PHK tenaga kerja yang mengalami kecacatan 
saat bertugas di perusahaan dan melakukan sosialisasi, pengawasan 
ke perusahaan-perusahaan tentang kuaota 1% mempekerjakan 
penyandang disabilitas serta memberikan rewards/penghargaan bagi 
perusahaan-perusahaan yang merekrut tenaga kerja penyandang 
disabilitas. 
 

6. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja penyandang 
disabilitas akibat mengalami kecelakaan kerja di PT. Virginia Indonesia 
Rubber Company Kota Padangsidimpuan? 
Jawab : 
Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas 
fisik karena kecelakaan kerja adalah sesuai dengan yang diatur dalam 
Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan yaitu “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja 
penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai  dengan jenis 
dan derajat kecacatannya”. Mengenai jaminan keselamatan dan 
kesehatan kerja, maka bagi pekerja yang sakit berhak mendapatkan 
upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pekerja yang 
mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dapat mengajukan PHK serta 



 

 

pekerja yang mengalami cacat fisik akibat kecelakaan kerja 
mendapatkan hak untuk didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial dan 
sehingga apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja pekerja 
mendapatkan hak yang sesuai dengan Undang-Undang Tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
 

7. Bagaimana permasalahan yang dihadapi perussahaan dalam 
pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja penyandang disabilitas? 
Jawab : 
Permasalahan yang dialami perusahaan yaitu dikarenakan perusahaan 
ini masih memandang negatif para penyandang disabilitas yang 
beranggapan bahwa penyandang disabilitas ini tidak mampu bekerja 
dan dapat mengganggu produktifitas perusahaan serta karena 
lemahnya pengawasan, kurangnya pembinaan terhadap perusahaan-
perusahaan yang ada, sosialisasi yang minim terhadap peraturan 
perundang-undangan, serta kurang optimalnya pemberian sanksi dari 
pemerintah. 
. 

8. Bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak 
mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas ? 
Jawab : 
Tindakan hukum yang bisa diterapkan bagi perusahaan yang tidak 
memenuhi ketentuan kuota 1% ini bisa dikenakan sanksi administratif 
serta dapat pula dikenakan sanksi pidana bagi setiap orang yang 
melarang dan/atau menghalangi penyandang disabilitas mendapatkan 
hak pekerjaan yang diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 
 

9. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian 
sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja 
penyandang disabilitas ? 
Jawab : 
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian sanksi bagi 
perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang 
disabilitas yaitu tidak adanya sanksi tegas yang mengatur untuk 
perusahaan yang tidak memperkerjakan penyandang disabilitas yang 
tidak lebih dari 1%, sehingga perusahaan masih jarang sekali mau 
menerima pekerja penyandang disabilitas. Padahal Penyandang 
disabilitas pasti juga mempunyai kemampuan untuk bekerja meskipun 
mempunyai keterbatasan fisik, Pengalaman kerja yang didapat melalui 
magang atau percobaan kerja juga merupakan kesempatan berharga 
bagi penyandang disabilitas untuk mengasah keterampilan dan potensi 
dirinya. 
 
 
 



 

 

10. Bagaimanakah hambatan perlindungan hak bagi tenaga kerja 
penyandang disabilitas  ? 
Jawab : 
Hambatan perlindungan hak bagi tenaga kerja penyandang disabilitas 
adalah semakin sedikitnya kesempatan kerja karena hanya beberapa 
pekerjaan atau posisi yang cocok untuk penyandang disabilitas, 
ketidaksesuaian antara kompetensi yang ditentukan pengguna dan 
persyaratan kerja, kurangnya informasi tentang pasar tenaga kerja, 
kurangnya pendidikan dan pelatihan, dan lingkungan kerja yang 
menantang untuk dimasuki karena hambatan tersebut. Minimnya 
pengetahuan mengenai pelatihan untuk perusahaan agar dapat 
menempatkan pekerja disabilitas pada unit-unit kerja dengan tepat. Unit 
Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang masih belum ada di 
kabupaten/kota juga menjadi faktor belum terpenuhinya hak pekerja 
disabilitas.    
.. 

11. Bagaimana upaya mengatasinya hambatan perlindungan hak bagi 
tenaga kerja penyandang disabilitas ? 
Jawab : 
Upaya mengatasinya hambatan perlindungan hak bagi tenaga kerja 
penyandang disabilitas adalah dalam mempertimbangkan calon pekerja 
penyandang disabilitas, pengusaha harus terbuka dalam mengadakan 
penyesuaian di tempat kerja, ruang kerja dan kondisi kerja, apabila 
diperlukan untuk memaksimalkan kemampuan calon pekerja untuk 
melaksanakan pekerjaannya. 
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